FAEEIMIET,
o

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

J1. HM. Sarbini Nomor 82 Kebumen

Telepon : (0287) 381662 Faksimile : (0287) 6601968
e-mail : dispermades @kebumenkab.go.id
Website : http://dispermadesp3a.kebumenkab.go.id

Kode pos : 54316

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

SATUAN KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR SPK  :000.3.2/2479/20205
TANGGAL SPK : Tanggal 23 September 2025

Nama Pejabat Penandatangan
Kontrak:

Nama - Drs BUDHI SUWANTO M.Si

NIP : 197403251993021002

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Berkedudukan di ~ : Jalan HM Sarbini No. 82
Kebumen

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kebumen, berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kebumen Nomor: 100.1.6.1/2174/KEP/TAHUN
2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kebumen Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut
“Pejabat Pembuat Komitmen”.

Nama Penyedia:

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di
Akta Notaris

Nomor

Tanggal

Notaris

Paket Pekerjaan : Belanja Bahan
Baku Bangunan Karya Bhakti
Manunggal Tahap IV

Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama
Antar Desa

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja
Sama Antar Desa Dengan Pihak
Ketiga Dalam Kabupaten/Kota

NOMOR  SURAT
LANGSUNG :

UNDANGAN  PENGADAAN

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSUNG :

SUMBER DANA

. APBD Kabupaten Kebumen, dibebankan atas DPA Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran
kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota, Kode Anggaran : 5.1.02.01.01.0001

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh hari) hari kalender terhitung mulai
8 Oktober 2025 s.d 6 November 2025



mailto:dispermades@kebumenkab.go.id
http://dispermadesp3a.kebumenkab.go.id/

Jenis Kontrak: Lumsum

NILAI PEKERJAAN
1. Nama Penyedia :
2. Alamat :
3. Nilai Pekerjaan sebesar Rp
4. Seluruh pembayaran kepada penyedia jasa dilaksanakan melalui Rekening Nomor :
................. pada Bank Jateng Cabang Kebumen atas nama
5. NPWP:

6. Uraian Pekerjaan :

. Harga Satuan Total Harga
No Uraian Baran Volume | Satuan
. ! ! (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1 | Semen 50 kg
2 | Pasir Beton
3 | Batu Pecah (2-3 cm)
Jumlah
PPN 11%
Jumlah Total
Pembulatan

Terbilang :

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat

dilakukan setelah

penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita
Acara Serah Terima. Jika pe kerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari

keterlambatan.

Untuk dan atas nama
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs BUDHI SUWANTO M.Si
Nip : 197403251993021002

Untuk dan atas nama Penyedia

[meterai Rp 10.000,- )]

Direktur




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan
yang dilakukan

BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta
biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran
biaya.

HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada
PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK
berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus
dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan
pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
SPMK.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK,
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maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum SPK.

ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai
dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya

SPK.

PENUGASAN PERSONEL
Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui
oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan
hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal
mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini
merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain
untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh penyedia.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan harian berisi:

1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
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2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
terhadap kelancaran pekerjaan; dan

5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan

disetujui oleh wakil PPK.

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a.

Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a.

b.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia

wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan
selesai.

PERUBAHAN SPK

a.
b.

SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.




17. PERISTIWA KOMPENSASI
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a.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi
sesual jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan
yang setelah  dilaksanakan  pengujian  ternyata  tidak  ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti
rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan

kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata
akibat Peristiwa Kompensasi.

. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan

data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK,
dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian

pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

a.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a.
b.

Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan
perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya
menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
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2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan PPK;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak
3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh PPK;

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan
(apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)
dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran
dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak
termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan
Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung
dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran
yang mendasar terhadap SPK ini.




Detil Paket

Kode RUP
Nama Paket
Nama KLPD
Satuan Kerja
Tahun Anggaran

Lokasi Pekerjaan

Volume Pekerjaan
Uraian Pekerjaan
Spesifikasi Pekerjaan

Produk Dalam
Negeri

Usaha Kecil/Koperasi
Pengadaan
Berkelanjutan atau

Sustainable Public
Procurement (SPP)

Pra DIPA / DPA

Sumber Dana

60763531
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi TMMD IV
Kab. Kebumen

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2025

No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi

1. Jawa Tengah Kebumen (Kab.) Dinas PMD Kebumen
1 Paket

Pasir: Beton; Semen 50 Kg; Agregat pecah mesin 20-30 mm;

rrrrrr s i r g

Ya

Ya

Aspek Ekonomi Ya

Aspek Sosial Ya

Aspek Lingkungan Ya

Tidak

No. Sumber TA. KLPD MAK

Dana

1. APBD 2025  Kab. 2.13.03.2.01.0002.5.1.02.01.01.0001.1.1.1.20.10.10.001.03060
Kebumen

2. APBD 2025  Kab. 2.13.03.2.01.0002.5.1.02.01.01.0001.1.1.1.20.10.10.001.01678
Kebumen

3. APBD 2025  Kab. 2.13.03.2.01.0002.5.1.02.01.01.0001.1.1.1.20.10.10.001.02713
Kebumen

Total Pagu

Pagu

Rp.
25.801.515

Rp.
13.618.875

Rp.
10.572.870

Rp.
49.993.260



Jenis Pengadaan

Total Pagu
Metode Pemilihan

Pemanfaatan
Barang/Jasa

Jadwal Pelaksanaan
Kontrak

Jadwal Pemilihan
Penyedia

History Paket

Tanggal Umumkan
Paket

No. Jenis Pengadaan

1. Barang

Rp. 49.993.260

Pengadaan Langsung

Mulai

Januari 2025

Mulai

Januari 2025

Mulai

Januari 2025

Pagu Jenis Pengadaan

574907003

Akhir

Desember 2025

Akhir

Desember 2025

Akhir

Januari 2025

60763445 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
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BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

{UNTUK PENGADAAN BARANG]

Nomor : 002.27/PP-FMD/IX/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima

(25-09-2025) bertermnpat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, kami selaku Pejabat Pengadaan

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen bersama PPK telah

melaksanakan reviu Dokumen Persiapan Fengadaan terhadap paket pekerjaan berikut:

Mama Paket Pekerjaan

Jenis Barang/Jasa

Belanja Bahan- Bahan Bangunan dan Konstruksi TMMD W
Pengadaan Barang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Rp 48.993.260.00 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah}
Rp 49.993.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus

Instansi/Satker/SKPD
Kebumen
Milai Total Pagu
Milai Total HPS
Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Mama PPK DOrs. Budhi Suwanto, M.Si.
|D paket RUP 60763531

Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan untuk Pengadaan Barang dilaksanakan berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan LKPP Momor 12 Tahun 2021 Lampiran | Bagian 11, yang meliputi;

1D paket RUF;

e =20 L el e

Analisis Pasar, dan

KAK dan/ atau Spesifikasi Teknis dan gambar (jika diperukan gambar);

Harga Perkiraan Sendir (HP3);

Rancangan Kontrak;

Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan);

Wakiu penggunaan barangfjasa;

8. Uraian singkat pekerjaan.
Sebelum dilakukan reviu, Pejabat Pengadaan terlebih dahulu meneliti kelengkapan Dokumen

Persiapan yang diserahkan oleh PPK, sebagaimana dalam tabel berkut:

No Uraian Adiﬁ:}ak Keterangan
1 | SK penetapan PA/KPAPPK Ada
2 | KAK/ Spesifikasi Teknis Ada
| 3 | Harga Perkiraan Sendid (HPS) Ada
4 | Rancangan Kontrak (Surat Perintah Kerja, SUSPK) Ada
5 | Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang | Ada
telah ditetapkan) atau Surat Persetujuan PA untuk
persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului
persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat |
Daerah oleh DPRD |
6 |ID paket RUP Ada
7 | Waktu penggunaan barang/jasa Ada i
8 | Uraian singkat pekerjaan Ada

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan Dokumen Persiapan tersebut, Pejabat Pengadaan
menyatakan bahwa;

Dokumen Persiapan dinyatakan lengkapdidak lengkap.
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Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan sebagai berikut:
1. Spesifikasi Teknis

Reviu terhadap Spesifikasi Teknis dan Gambar (jika diperlukan gambar) berpedoman pada
ketentuan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomer 12 Tahun 2021 Lampiran | Bagian Il
Angka 2.1 huruf a.

Hasil reviu spesifikasi teknis dan Gambar {jika diperiukan Gambar) sebagaimana dalam tabel
berikut.

No. Uraian/Pertanyaan Hasil Reviu/Pembahasan
1 | Apakah  spesifikasi  teknis  telah |Spesifikasi teknis produk dapat dipenuhi
I'I'!EngguﬁElkEl.I"l bargngfjagg; dengan Froduk Dalam Meger dan

« Merupakan Produk Dalam Negeri | Menggunakan produk UMKK

* Memiliki Tingkat Komponen Dalam
Meger (TKDN), memenuhi SNI
» Menggunakan produk usaha mikro
dan kecil serta koperasi dari hasil
produksi dalam negeri
= Menggunakan produk ramah l
lingkungan hidup
2 | Apakah spesifikasi teknis  sudah | Sudah jelas
didefinisikan dengan jelas dan tidak
mengarah pada produk atau merek
tertentu  kecuali dimungkinkan dalam
Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden
Momor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden
NMomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
3 | Apakah gambar telah lengkap dan jelas | Sudah lengkap & jelas
sesuai item  pekerjgan  danfatau
spesifikasi teknis?
4 | Apakah gambar tidak mengarah kepada | Tidak mengarah pada produk atau merek
produk atau wmerek terfentu kecoali | tertentu
dimungkinkan sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 ayat (2) Peraluran Fresiden
Nomor 12  Tahun 2021 teniang
Perubahan Afas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemearintah?

Rekomendasifcatatan hasil reviu:
a. Spesifikasi teknis sudah sesuai, tetapi belum dilengkapi keterangan penggunaan Produk
Dalam Negeri;

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu terhadap Harga Perkiraan Sendir (HPS) berpedoman pada ketentuan yang diatur
dalam Peraturan LKPP NMomor 12 Tahun 2021 Lampiran | Bagian Il Angka 3.1 huruf b:

e TEEETT
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Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi
teknis. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun
pada tahap perencanaan pengadaan, datafinformasi pasar lerkini, dan dengan cara
membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa
kompenen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan agar sesuai dengan Spesifikasi Teknis.

Hasil reviu HPS sebagaimana dalam tabel berikut:

Mo. UraianfPertanyaan Hasil ReviulPembahasan

I 1 | Apakah nilal HPS tidak melebihi nilai pagu | Nilai HPS tidak melebihi pagu anggaran
anggaran/RAB yang disusun pada tahap | Pagu Anggaran : Rp 49.893.260,00 -
_ | perencanaan? HPS - Rp 49.993.000,00,-
2 | Apakah nilai HPS telah cukup dan sesuai | HPS sudah mencukupi dan sesuai
dengan Spesifikasi Teknis? _
3 | Apakah HPS sudah memperhitungkan | Sudah ;
biaya perpajakan atau biaya lain yang
dipersyaraltkan  dalam  pelaksanaan
pekerjaan? o
4 | Apakah sumber data HFS sudah sesuai | Berdasarkan Peraturan Bupati lentang
| dengan ketentuan dalam Peraturan LKPP | standar biaya, dan survey harga pasar
| Nomor 12 Tahun 20217
{sebutkan sumber dala HFS) -
5 | Apakah PPK mendokumentasikan data | Sudah mendokumentasikan penyusun
riwayal dan informasi pendukung dalam | HPS
rangka penyusunan HPS? _ .
6 | Apakah tanggal penetapan HPS tidak | Sesuai, kurang dari 28 hari dari perkiraan
melebihi 28 (dua puluh delapan) hari kerja | batas akhir pemasukan penawaran
sebelum hatas akhir untuk;
a. pemasukan penawaran untuk
pemilihan dengan pascakualifikasi;

alau
b. pemasukan dokumen kualifiikasi
untuk pemilihan dengan

prakualifikasi. I
7 | Apakah PPK menetapkan HPS dengan | Sudah
| menandatangani pada lembar
persetujuan/penetapan?
HPS yang sah adalah vyang telah
| ditandatangani oleh PPK

Rekomendasiicatatan hasil reviu;

a. Mohon untuk HPS diberi tanggal penetapan.

3. Rancangan Kontrak

Reviu terhadap Harga Ferkiraan Sendid (HPS) berpedoman pada ketentuan yang diatur
dalam Peraturan LKPF Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran | Bagian Il Angka 3.1 huruf ¢
Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang
lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

I . —— —— R ——
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Hasil reviu rancangan konirak sebagaimana dalam tabel berikut:

No.

Uraian/Pertanyaan

Hasil Reviu/Pembahasan

Apakah rancangan kontrak sudah
lengkap terdiri dari:

a. Surat Perintah Kerja; dan

b. Syarat-syarat Umum Swurat Perintah

Kerja (SPK)

Sudah IE-ngI-:ap

Apakah klausul yang harus diisi dalam
rancangan kontrak / SPK telah dipenuhi,
antara lain:

jenis kontrak

masa pelaksanaan pekerjaan
sanksi dan denda

pembayaran prestasi kerja

ooow

Sudah diisi

Surat Perintah Kerja

2

Apakah Surat Perintah Kerja sudah
sesuai dengan MDP?

Sesuai

Apakah Surat Perintah Kerja sudah
sesuai dengan jenis pekerjaan dan jenis
kontrak yang digunakan?

Sesuai

Apakah nama paket pekerjaan sudah diisi
dan sudah sesuai?

| Sesuai
|

Apakah Data F'E'jabﬂt Penandatangan |
Konirak sudah diisi lengkap?

Sudah diisi lengkap

Apakah jenis kontrak sudah diisl dan
sesuai dengan jenis pekerjaan?

Apakah sumber dana sudah diisi?

8

e

' Sudah

Sudah (APBD TA 2025 - DPA Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2025 )

Apakah masa pelaksanaan pekerjaan
sudah diisi?

Sudah, masa pelaksanaan 30
puluh) hari kalender

{tiga

Syarat Umum Surat Perintah Kerja

10

Apakah Syarat Umum Surat Perintah
| Kerja sudah sesuai dengan MDP?

| Sesuaj
]
1

Rekomendasifcatatan hasil reviu:

a. Mohon PPK melengkapi isian pada rancangan SPK.

. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan)

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan)
untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia
dan jumlahnya cukup.

Hasil reviu terhadap Dokumen Anggaran Belanja sebagaimana dalam tabel berkut:

MNo.

Uralan/Pertanyaan

Hasil Reviu/Pembahasan

1

Apakah  jumlah  anggaran  dalam
Dokumen Anggaran Belanja sudah cukup
tersedia (lidak kurang dari HPS)?

Cukup
Fagu Anggaran : Rp 49.993.260,00
HPS : Rp 49.993.000,00

e ——
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Rekomendasifcatatan hasil reviu:
a. Anggaran sudah tersedia dan cukup untuk paket pengadaan ini.

5. |D Paket RUP

Reviu |ID pakel RUP untuk memastikan bahwa pakel yang akan dilaksanakan telah lerdaftar
dan diumumkan dalam SiRUP.

Hasil reviu terhadap 1D Paket RUP sebagaimana dalam tabel berikut:

MNo. Uraian/Pertanyaan Hasil Reviu/Pembahasan

1 | Apakah paket pekerjaan yang akan | Sudah terdaftar dan diumumkan
dilaksanakan sudah terdaftar dalam
SiRUP dan telah diurmumkan?

2 | Jika sudah terdaftar dalam SIRUP dan | 60763531
sudah diumumkan, sebutkan nomor 1D
paketnya.
3 | Apakah pengisian RUP sudah benar dan | Pengisian RUF sudah sesuai
sesuail dengan ketentuan?

Rekomendasi/catatan hasil reviu:
a. RUP sudah sesuai dengan rencana pada saat review ini.
6. Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai
sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barangfjasa.

Hasil reviu ternadap Waktu Penggunaan Barang/Jasa sebagaimana dalam tabel berikut:

No. Uraian/Pertanyaan Hasil Reviu/Pembahasan

1 | Apakah wakiu pelaksanaan Pengadaan | Dengan memperhitungkan perkiraan
Barang/Jasa sejak proses persiapan, | waktu pemilihan penyedia maka jangka
pemilihan, dan pelaksanaan kontrak | wakiu pelaksanaan pekerjaan selama
dapat selesai sesuai rencana | empat belas) hari kalender diyakini cukup
f penggunaan/pemanfaatan barangfjasa? | uniuk menyelesaikan pekerjaan ini

Rekomendasi/catalan hasil reviu:
a. Berdasarkan penjelasan perkiraan wakiu di atas, dapat disimpulkan bahwa paket
pengadaan ini cukup waktu untuk dapat diselesaikan.

7. Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pejabat Pengadaan
melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barangfjasa dan
Pelakuy Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau
metode pemilihan Penyedia,

Hasil reviu terhadap Analisis Pasar sebagaimana dalam tabel berikut:
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No. Uraian/Pertanyaan

Hasil Reviu/Pembahasan

Apakah ada ketersediaan barang/jasa
dan Pelaku Usaha dalam neger yang
mampu dan memenuhi persyaratan untuk

melaksanakan pekerjaan?

Terdapat cukup penyedia barang/jasa
tersebut yang dapat  memenuhi
spesifikasi barang/jasa dimaksud

Rekomendasi/catatan hasil reviu:

a. PPK agar memastikan kembali ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha.

8. Uraian Pekerjaan.

Hasil reviu terhadap uraian pekerjaansebagaimana dalam tabel berikut:

No. UraianfPertanyaan | Hasil Reviu/Pembahasan
1 | Apakah sudah ditentukan  uraian | Uraian nama pekerjaan sudah ditetapkan
pekerjaan? | secara jelas

Rekomendasifcatatan hasil reviu:

a. Uraian nama pekerjaan sudah dituangkan pada rancangan SPK

Demikian Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan ini dibuat dengan benar sebagai dasar

pelaksanaan proses pemilihan Penyedia.

No. Nama

Jabatan

Tanda Tangan

1 | Drs. Budhi Suwanto, M.Si.

2 | Feridhatul Zuliya Hasanah, 3.T

Pejabat Pengadaan

PPK

s e s S —
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HART { TANGGAL

Kurmz, 25 September 2025

DAFTAR HADIR

WAKTL Pukul 15.00 'WIH =fd 1600 WIR

TEMPAT Ruang Kianlikasi Bagion Penpadaan Barang dan Josn Sekretarial Daerah Kabupaten Kebumen

Hahla PAKET Belma Bahan-Bahan Bangonan dan Konstioksi TMWMDIV

ACAHRA Fevia Dokumen Persispan Fengudunn

NO. NAMA JABATAN INSTANSI TANDA TANGAN
Kepala Dinas

Dirs. Budhs Suwanra, M.51,

Pemberdayaan
Mesyarakat dan Desa

Dinaz Pemberdayaan
Mesyvarakal dan Desa

#

Dinas Pembardayvaan

2 |Adhi Purwang, 58570, M.S [
! * - FETK Masyarakal dan Desa 2
La o
kY
3 |Feridbatul Zuliva Hosanah, 8.T, Pejabat Pengadaan Bagian PE.J Setda Kebumen
4 3




